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ANALYSIS OF TAXAL OPTIMALIZATION OF REGIONAL DISTRICT NUNUKAN
2012 s/d 2016 '

Andi Calo
andicalo74@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

The purpose of this study is to determine the three largest components of local taxes, as
well as to know the obstacles and efforts of the government in boosting local taxes Nunukan
district in 2012 until 2016. Independent variables in this stady is component 3 large local taxes.
While the dependent variable is the local tax. Measurement of variables was done using
qualitative descriptive. Data analysis used the average comparison to see the dominant factor of
the three largest components of local taxes in 2012 until 2016. The results show that the largest
component of local taxes are Street Lighting Tax, Restaurant Tax and Tax BPHTB.

Keywords: Local Taxes, Street Lighting Tax, Restaurant Tax and BPHTB.
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ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2012 s/d 2016

Andi Calo
and__icalo74@gmail.com |

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tiga omponen terbesar Pajak Daerah, serta
untuk mengetahui hambatan dan upaya Pemerintah dalam menigkatkan Pajak Daerah Kabupaten
Nunukan tahun 2012 sampai dengan 2016. Variabel independen pada penelitian ini adalah
komponen 3 besar Pajak Daerah. Sedangkan variabel dependen adalah Pajak Daerah.
Pengukuran variabel dilakukan menggunakan deskriptif kuaantitatif. Analisis data menggunakan
perbandingan rata-rata untuk melibat faktor dominan tiga komponen terbesar Pajak Daerah tahun
2012 sampai tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen terbesar Pajak Daerah
yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak BPHTB.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan BPHTB,
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskipsi Objek Penelitian
1. Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di Kalzmantan
Utara Ibu Kota Kabupateri Nunnukan terletak di Kota Nunukan.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.247,50 km’dengan 28 Jjumlah
Pulau dan 10 jumlah Sungai. Jumlah penduduk pada tahun 2015
sebanyak 177.607 jiwa. Kabupaten Nunukan memiliki motto Daerah
yang melekat di lambang atau logo Kabupaten yaitu “PENEKINDI
DEBAYA” yang artinya “ Membangun Daerah” yang berasal dari salah
satu bahasa Daerah Kalimantan yaitu bahasa Tidung.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari
Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas
wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Pada tahun 1999 uapaya pemekaran yang diprakarasai oleh
Bupati Bulungan pada saat itu, R.A. Besing akhirnya disetujui oleh
Pemerintah Pusat dengan dadasari terbutnya Undang0-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dengan dasar inilah
dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi dua
Kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nuntkan dan Kabupaten
Malinau.
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Pemekaran Kabupaten Nunukan secara dasar hukum diatur
dalm Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur,
Kabupaten Kuatai Barat dan Kota Bontang pada tanggeal 4 Oktober
1999 Pada awal pemekaraﬁ- Kabupaten Nunukan memiliki 5 wilayah
" adeainistratif yait sebagai berikut:

a. Kecamatan Lumbis

=

Kecamatan Sembakung
¢. Kecamatan Nunukan
d. Kecamatan Sebatik
e. Kecamatan Krayan
Kabupaten Nunukan merupakan Daerah kepulauan dan secara
geografis berbatasan langsung dengan Negara Malaysia pada batas
utara dan Barat Kabupaten Nunukan.
. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Nunukan atau BP2RD merupakan Badan yvang dibentuk oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengoptimalkan Pendapatan
- Daerah terutama pada jenis Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Nunukan. BP2RD disahkan oleh Bupati Nunukan
pada tanggal 28 Desember 2016 dan efektif berlaku 1 Januari 2017
Sebelum BP2RD ini ada, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
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Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah, terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

5)

Kepala Badan;

Sekretariat, yang terdiri dari :

a) Sub Bagian Penyusungn Program dan Keuvangan; dan

b) Sub Bagﬂm Umﬁni dz-m Kepegéwaian.

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi, yang terdiri dari

a) Sub Bidang Hukum dan Perundang - Undangan;

b) Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan;

c) Sub Bidang Retribusi Daerah.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari

a) Sub Bidang Pendaftaran;

b) Sub Bidang Pendataan;

¢) Sub Bidang Penetapan.

Bidang Penagihan dan Pelaporan, terdiri dari :

a) Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding;

b) Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang
Sah;

¢) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

6) Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Fungsi dan wewenang

1) Kepala Badan;
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Kepala ~ Badan  berkedudukan  dibawah  dan
bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah serta tugas pembantuan yang dibeﬁkan sesuai dengan
peraturan per Undang - Undangan yang berlaku. Dalam
melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur
dan kriteria yang telah ditetapkan;

b) pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur
dan kriteria yang telah ditetapkan;

¢) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup
tugasnyé;

d) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis kesekretariatan Badan;

€) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidané Perencanaan Pendapatan dan

Retribusi;




g)

h)

»
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perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebtjakan teknis di bidang Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidang Penagihan dan Pelaporan;
pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala

Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a)

b)

d)

memimpin  dan  mengendalikan  organisasi Badan
Pengelolaan Pajak dan Refribusi Daerah agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna;

mengoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan
teknis operasional bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria
yang telah ditetapkan;

mengoordinasikan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran
di lingkungan Badan;

mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP)

di lingkungan Badan;




€)

g)

h)

i)

k)

D
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mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan di bidang
pengelola pajak dan retribusi daerah;

membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
kesekretariatan Badan;

mengoordlnasxkan dan menetapkan perencanaan pembinaan
dan pengendahan kebuakan teknis d1 bidang Perencanaan
Pendapatan dan Retribusi;

mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan
dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan;

mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan
dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penagihan dan
Pelaporan;

melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan
Fungsional;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait yang berhubungan‘ dengan bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia dan menyusun petunjuk pemécahannya;

m) memberikan ‘saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan dengan bidang tugasnya;



2)

p)
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membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing;

memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian
kinerja kepada bawahan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelakéénaan tugas kepada afasan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan

Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya.

Sekretaris

a)

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
melaksanakan  tugasnya berada di  bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Pajak
Dan Retribusi Daerah.Sekretaris mempunyai tugas
membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan
rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
satuan/unit kerja di lingkungan Badan Peﬁgelola Pajak Dan
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:
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(1) pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran
di lingkungan Badan;

(2) pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi
umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan
keprotokolan di lingkungan Badan; |

(3) pengelolaan dan pengehcialian administrasi keuangan di‘
lingkungan Badan;

(4) pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Badan;

(5) pelaksanaan evaluasi kinerja kesekretariatan dan
peiaporan tatalaksana rumah tangga Badan; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinys, Sekretaris
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta
data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugasnya;

(2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran
Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;

(3) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan

kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;
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(4) mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai
(SKP) di lingkungan Badan;

(5) merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan
administrasi keuangan yang meliputi penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan,
p‘embﬁkuan, verifikasi  dan perbendaharaan  di
lingkungan Badan;

(6) merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan
administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah
tangga Badan;

(7) merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan
pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;

(8) merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan tuggs Badan;

(9) merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat
dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah;

(10)merumuskan  bahan penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

(1)memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan
administratif bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di
lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah;
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(12)mengoordinir  pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;

(13)melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
satuan/unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

(14)menginventarisir inermasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk
pemecahannya;

(15)memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;

(16)membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing;

(17)memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta
penilaian kinerja kepada bawahan;

(18)melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan

(19)melaksanakan tugas Jainnya yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Sﬁb Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

"dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan  tugasnya  berada  dibawah  dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.Kepala Sub
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Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai
tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan dan
melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran program

kerja anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan dan

pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan

sesuai dengah ketentuan pefauxfaﬁ perundang-undangan

yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian

Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

1)} menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

3) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja Badan;

4) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

5) menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh
bidang/unit kerja dan melaksanakan penyusunan

program kerja dan kegiatan di lingkungan Badan;




6)

7)

8)

9)
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menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta
informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkungan Badan;

menyiapkan bahan dan melaksakan penyusunan laporan
dalam rangka Sistem Akuntablhtas Kmerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) d1 lmgkungan Badan;

mengelola administrasi dan petatausahaan keuangan
Badan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta
perbendaharaan termasuk pengendaliaan pengelolaan
dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan;
melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi

Bendaharawan Badan;

10) melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di lingkungan

Badan;

11)menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran dan penatausahaan keuangan di lingkungan
Badan sesunai dengan standar/pedoman vyang telah

ditetapkan;

12) menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di

" lingkungan Baedan serta menyusun langkah tindak

lanjutnya;
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13) menyiapkan bahan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan ;

14) meJaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelqncaran pelaksanaan tugas; |

15) melaksanakan Inventarisasi permasalahan yaﬁg
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun
petunjuk pemecahannya;

16)memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;

17)membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing;

18) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta
penilaian kinerja kepada bawahan;

19) melaksanakan monitoring, evalﬁasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan

20)melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai linglaup tugalsny&

. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan-

bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum

dan perlengkapan serta administrasi Kepegawaian di

lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - Uﬁdaﬂganr yang berlaku.  Dalam

melaksémakannya, Sub A Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

5)

menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang - Undangan, kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya
yang berhubungan dengan bidang tugasnya; -

menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat,
penggandaan dan pengarsipan tatalaksana rumah tangga
Badan;

mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi
perencanaan I;ebutuhan, pengadaan, pendistribusian /
pemanfaatan; pemeliharaan dan inventarisasi barang

perlengkapan/perbekalan rumah tangga Badan;
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6) menyelenggarakan pendokumentasian serta kepustakaan
di lingkungan Badan;

7) menyiapkan bahan pembinaan hubungan
kemasyarakatan dan mengelola urusan keprotokolan di

| lingkungan Badan;

8) mengelola -administrasi dan menyiapkan bahan serta
melaksanakan penyusunan bahan pembinaan organisasi
dan tatalaksana Badan;

9) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan
dan pengembangan kepegawaian di lingkungan Badan;

10) menyusun daftar urut kepangkatan, formasi pegawai
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

11) mempersiapkan usul kepangkatan, kenaikan pangkat,
gaji berkala, hukuman disiplin, cuti, bebas tugas,
pensiun, SKP dan lain - lain yang berhubungan dengan
Kepegawaian;

12) menyusun dan memelihara data pegawai, daftar urut
kepangkatan, formasi dan laporan kepegawaian,

13)mengurus daftar hadir pegawai, perjalanan dinas

pegawali, dan kesejahteraan pegawai;
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14) melaksanakan  inventarisasi  permasalahan  yang
berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;

15) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksamaﬂ iugas; A

16) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;

17) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing;

18) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta
penilaian kinerja kepada bawahan;

19) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan

20) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.

3) Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi
Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi
mempunyai tugas membantu Kepala Badan 'menyusun

perencanaan operasional dan melaksanakan pengelolaan urusan
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di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam

melaksanakan tugas), Bidang Perencanaan Pendapatan dan

Retribust menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

4

£

perumusan bahan kebijakan operasional di bidang
Perencanaan P'endapataﬁ dan Retribusi; |
perumusan bahan perencanaan  oprasional program dan
kegiatan di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi;
perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis di bidang Hukum dan Perundang-
undangan;

perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis di bidang Analisa dan Perencanaan
Pendapatan;

perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis di bidang retribusi daerah,;

pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
penyelenggaraan bidang Perencanaan Pendapatan dan
Retribusi; dan

penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai lingkup tugasnya.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang

Perencanaan Pendapatan dan Retribusi mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a)

b)

d)

mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-
Undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta-
data dan informasi iainnya yang berhubungan dengan
bidang tugasnya;

merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan urusan Pengelola Pajak Dan Retribusi
Daerah bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi
sesual dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
telah ditetapkan;

menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di
lingkungan unit kerja;

merumuskan bahan penetapan kebijakan operasional
penyusunan Perencanaan Pendapatan dan pengelolaan

Retribusi;



g)

h)

1)

k)

)

43245656if

merumuskan perencanaan operasional program dan
kegiatan penyusunan Perencanaan Pendapatan dan
Pengelolaan Retribusi;

merumuskan rencana pengembangan sumber—sumber
pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
Pajak dan rétn'busi Daerah;

memantau pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang
Pajak dan Retribusi Daeral;

memantau kegiatan penyusunan Perencanaan Pendapatan
dan pengelolaan Retribusi sesuai dengan kewenangan dan
lingkup tugasnya;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/umit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas;

m) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan dengan bidang tugasnya;

n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan

sesuai ~bidéng tugas masing-masing;

o) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta

penilaian kinerja kepada bawahan;
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p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan
q) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.
4) Kepala Sub Bidang Hukum dan Perundang-unc_langan

| Sub Bidang Hukum dan Pemndéng-ll-ndangan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan Pendapatan dan RetribusiKepala Sub
Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas
membantu  Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan
Retribusi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan
perencanaan operasional serta melaksanakan penyusunan
program dan kegiatan penyelenggaraan kajian dan penyusunan
produk ‘hukum dan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam
melaksanakan tugas, kepala Sub Bidang Hukum dan Perundang-

undangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang

berhubungan dengan bidang tugasnya;




b)

d)

£)

h)

i)

k)
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menyusun rencana kerja dan kegiatan seria anggaran di
lingkungan unit kerja;

mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang
hukum dan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan kajian hukum dan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan
pengelolaan pendapatan daerah;

melaksanakan penyusunan produk hukum dan peraturan
perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;
melaksanakan koordinasi penyusunan produk hukum dan
peraturan perundang — Undangan di bidang retribusi daerah;
melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang pendapatan daerah;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas; |

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan

dengan bidang tugasnya,
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1) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
bidang tugas masing-masing;
m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arzhan serta penilaian
kinerja kepada bawahan;
n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; d;an “
0) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.
5) Kepala Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan
Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan  dan
Retribusi.Kepala Sub Bidang Analisa dan Perencanaan
Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perencanaan Pendapatan dan Retribusi menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta
" melaksanakan penyusunan  program  dan  kegiatan
penyelenggaraan analisis pengembangan potensi pendapatan
daerah dan Perencanaan Target Pendapatan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, kepala sub bidang analisa dan
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perencanaan pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut;

2)

b)

d)

g)

h)

menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dcngan bidang tﬁgaénjra; N

menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang
Analisa dan Perencanaan Pendapatan sesuai lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
mengumpulkan bahan perencanaan operasional program dan
kegiatan analisis pengembangan potensi pendapatan daerah;
menyiapkan bahan analisis perkiraan target dan pencapaian
target penerimaan pendapatan daerah berdasarkan potensi

pendapatan daerah;

 melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah;
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas;




43245 pdf
71

i) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk
pemecahannya;

J) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;

k) membagi dan méndistn'busikan tl;.gas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing;

1) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian
kinerja kepada bawahan;

m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan

n) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.

6) Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah
Sub Bidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Perencanaan Pendapatan dan RetribusiKepala Sub Bidang

Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Perencanaan Pendapatan dan Retribusi menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan:

program dan kegiatan Pengelolaan Retribusi Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku.Dalam melaksanakan, Kepala Sub Bidang Retribusi

Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a)

b)

d)

£)

menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengé)lah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang "
berhubungan dengan bidang tugasnya; |

menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang
Retribusi Daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan yang berlaku;

mengumpulkan bahan perencanaan operastonal program dan
kegiatan pendaftaran, pendataan dan penagihan Retribusi
Daerah;

melaksanakan fasilitasi Pengelolaan Retribusi pada satuan
kerja yang mengelola Retribusi daerah;

melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;




7
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h) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan dengan bidang tugasnya;

'j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan

sesuai bidang tugas masing-masing;
k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian
kinerja kepada bawahan;
1) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan
m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh at‘;isan
sesuai lingkup tugasnya.
Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun
perencanaan operasional dan melaksanakan pengelolaan urusan
pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak atas pajak

dacrah sesuai ketentuan peraturan yang berlakuDalam
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melaksanakan, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

d

g)

perumusan bahan kebijakan operasional di bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;

perumusan bahan p_erencaﬁaan oprasioﬁal program dan
kegiatan di bidaﬁg Péndaftaran, Pendataan dan Penetapan;
perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis di bidang pendaftaran pajak daerah;
perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis di bidang pendataan pajak daerah,
perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis di bidang penetapan pajak daerah;
pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan; dan

penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut: |

a)

mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-

undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta




b)

d)

g

h)
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data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugasnya;

merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
urusan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai_ dengan norma,
standar, proéedur_ dan kriteria yang telah ditetélﬁkan;
menyusun rencana kerja dan kegiatan serta angparan di
lingkungan unit kerja;

mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di
lingkungan unit kerja;

merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan
pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak daerah;
merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan
pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak daerah;
Memantau kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan
pajak daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup
tugasnya,

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugasnya serta menyusun bahan petunjuk pemecahan
masqlah;




8)
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i) melakukaﬁ koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;

1) membagi dan mendistribusikan ‘t.ugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing;

m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian
kinerja kepada bawahan;

n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan

0) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran,

Pendataan dan PenetapanXKepala Sub Bidang Pendaftaran

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran,

Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta

melaksanakan program dan kegiatan pendaftaran wajib pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku.Dalam melaksanakan, Sub Bidang Pendaftaran

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a)

b)

d)

g)

h)

menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informas_,i lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

menyusun rencana kerja anggaran sub bidang pendaftaran
sebagai pedoman dan acuan kerja;

mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja; |

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang
pendaftaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional
pendaftaran wajib pajak;

melaksanakan pendaftaran bagi wajib pajak daerah;
melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk

pemecahannya;




9)
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i} memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;
j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing; |
k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian
| kinerja kepada bﬁﬁﬁhm;
1) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan
m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.
Kepala Sub Bidang Pendataan
Sub Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran,
Pendataan dan PenetapanKepala Sub Bidang Pendataan
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusaﬁ
kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta
melaksanakan program dan kegiatan Pendataan wajib pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.Dalam melaksanakan, kepala Sub Bidang Pendataan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



a)

b)

d)

£)

h)
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menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja; |
mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang
pendataan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentvan
yang berlaku;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional
pendataan wajib pajak daerah;

melaksanakan pendataan dan Validasi Data bagi wajib pajak
daerah;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas; ,

melaksanakan inventarisasi permasalgha.n yang berhubungan
dengan Dbidang tugasnya dan menyusun petunjuk
pemecahannya;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan dengan bidang tugasnya;
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J) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing;
k) membenkan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian
kinerja kepada bawahan;
b mélaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan |
m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya,
10)Kepala Sub Bidang Penetapan
Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan.Kepala Sub bidang Penetapan
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta
melaksanakan  penyusunan  program dan  kegiatan
penyelenggaraan penetapan wajib pajak daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam
melaksanakan, Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai
. uraian tugas sebagai berikut :
a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah

peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan




b)

d)

g

h)

1)
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petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja; |

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang
penetapan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan
bagi penanggung pajak daerah dan retribusi daerah;
menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan
kegiatan penetapan bagi penanggung pajak daerah;
melaksanakan penilaian, perhitungan dan penetapan pajak
daerah;

melaksanakan penerbitan dan pendistribusian  nota
perhitungan dan surat ketetapan pajak daerah;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam ranpka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk

pemecahannya;
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k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;
) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas ma_sing—masing;
m) me_mberikap pefunjuk,_ bimbingan dan arahan serta penilaian
kinetja kepada bawahan;
n) melaksanankan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan
0) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.
11)Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan
Bidang Penagihan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BadanXepala
Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu
Kepala Badan menyusun kebijakan teknis dan perencanaan
operasional serta melaksanakan program dan kegiatan
pengelolaan urusan dibidang penagihan dan pelaporan
pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku Dalam melaksanakan tugas, kepala Bidang Penagihan
dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang

Penagihan dan Pelaporan;




b)

g)
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perumusan bahan perencanaan  oprasional program dan
kegiatan di bidang Penagihan dan Pelaporan;

perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis di bidang penagihan, ke_:bc_:ratan dan
banding; ‘ _ |

perumsan bahan pembinaan, bimbihgﬁn, ;ﬁe[igendalian (ian
pengaturan teknis di bidang pengelolaan Dana Transfer ke
Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
perumsaﬁ bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis di bidang penagihan dan Pelaporan
Pendapatan daerah secara berkala;

pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
penyelenggaraan bidang penagihan dan pelaporan; dan
penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang

Penagihan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a)

mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta
data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan

bidang tugasnya;




b)

d)

g)

h)

43245€§)&f

merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
urusan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bidang
Penagihan dan Pelaporan sesuai dengan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan,;

menyusun rencana kerja -dan kegiafan s_etta é.ﬁggafan di
lingkungan unit kerja; | ‘
mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di
lmgkungan unit kerja;

merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan
bidang penagihan, keberatan dan banding, Dana Transfer ke
Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta pelaporan
pendapatan daerah;

memantau kegiatan penagihan, keberatan dan banding atas
pajak daerah, pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan
Lain-lain Pendapatan yang Sah serta pelaporan pendapatan
daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya;
merumuskan dan menindaklanjuti keluhan dan keberatan

serta proses banding oleh wajib pajak berkaitan dengan

pendapatan daerah;




i)

K)

D)
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melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit
kerja terkait dalam rangka penyusunan kebijakan
pendapatan daerah dalam rangka penyusunan APBD,
menginventarisir permasalahan yang berbubungan dengan
bidang tugasnya serta ~menyiapkan  bahan pétunjuk
pemecahan masalah; R o
melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan dengan bidang tugasnya;

m) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan

n)

sesuai bidang tugas masing-masing;
memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian

kinerja kepada bawahan;

o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

bidang tugasnya; dan

p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

sesuai lingkup tugasnya.

12)Kepala Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding

Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding

dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
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kepada kepala bidang penagihan dan pelaporan.Kepala Sub

Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan
operagiOnéI serta melaksanakan -.pehyusuhar‘.l program dan
kééiatari penyelenggaraaﬁ -penélgiha'n, keberatan dan baﬁding
bagi wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlakw. Dalam melaksanakan tugas, Kepala

Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengelah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

¢) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang
Penagihan, Keberatan dan Banding sesuai lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

€) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis

operasional penagihan bagi wajib pajak daerah;




2

h)

i)

k)

D
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menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis
operasional penanganan keberatan dan banding oleh pihak
terkait atas pemungutan pajak daerah;

menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan -

kegiatan penagihan bagi wajib pajak daerah;

'men.yiap.kan' bahan pereﬁcé.ﬁaan opérasional program dan

kegiatan pelayanan keberatan dan permohonan banding oleh
wajib pajak daerah;

melaksanakan pemungutan dan penagihan kepada wajib
pajak daerah:

melaksanakan penyetoran hasil penerimaan pajak daerah
kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku;

melaksanakan analisis dan tindak lanjut terhadap surat-surat
keberatan dan permohonan banding oleh wajib pajak daerah
dan wajib retribusi daerah;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas;

m) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan

dengan Dbidang tugasnya dan menyusun petunjuk

pemecahannya;
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n) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;
0) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai bidang tugas masing-masing;
p) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta pénilﬁian
| kinelja kepada bawahan; |
q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan
r) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh afasan
sesuai lingkup tugasnya.
13)Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang sah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan
Pelaporan Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional dan
melaksanakan perumusan program dan kegiatan_ pengelolaan
Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Dalam melaksanakan, Kepala Sub Bidang Dana

Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a)

menghimpun, mempelajari_ dan menelaah serta mengolah

peraturan perundang undangan kebijakan, pedoman dan

' petun]uk teknis serta data dan informasi Iamnya yang

b)

d)

berhubungan dengan bidang tugasnya;

menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di
lingkungan unit kerja;

mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang
Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang
berlaku;

menyiapkan bahan perumusan penetapan  kebijakan
operasional mekanisme Dana Transfer ke Daerah dan Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah;

menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan
kegiatan pengelolaan Dana Transfer dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah;



g)

h)
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melaksanakan penggalian dan pengelolaan potensi sumber
pendapatan daerah lainnya yang sah sesuai dengan
kewenangan dan bidang tugasnya;

menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi,

o fekonsiliasi, dan kerjasama dengan instansi/pihak lainnya |

1)

k)

D

Seba’gai upaya penihgkafan Déna Perimbangan dan lain-lain
Pendapatan yang Sah dalam rangka peningkatan pendapatan
daerah;

melaksanakan penyusunan proyeksi pendapatan daerah yang
bersumber dari Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidéng tugasnya dan menyusun petunjuk
pemecahannya;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan dengan bidang tugasnya;

m) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan

sesuai bidang tugas masing-masing;

n) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian

kinerja kepada bawahan;
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o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan

p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.

14)Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

| - Sub Bidang Evaluégi' dan Pel‘aporan dlplmpm oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Penagihan dan Pelaporan.Kepala Sub Bidang Evaluasi dan

Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Penagihan dan Pelaporan menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis dan perencanaan operasiopal dan

melaksanakan perumusan program serta kegiatan Evaluasi dan

Pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan,

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

a) menghimpun, mempélajari dan menelaah serta mengolah
peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta data dan informasi laihnya yang
berhﬁbungan dengan bidang tugasnya;

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di

lingkungan unit kerja;




c)

d)

2

h)

i)

k)

)
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mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit
kerja;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang
Evaluasi dan ‘Pelaporan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan
ké;centuan yang be:laku; ‘

rr;enyiéﬁkan' baﬁan , perurﬁﬁsan penetapaﬁ‘ ];ce-b'ijral'{aﬁ
operasional mekanisme Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan
Daerah;

menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan
kegiatan Evaluasi dan Peiapora.n Pendapatan Daerah;
mengembangkan sistem dan melaksanakan Pembukuan
Penerimaan pendapatan Daerah;

melaksanakan pembukuan Piontang Daerah;

menyiapkan bahan penyusunan laporan penerimaan
pendapatan daerah secara berkala;

melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah
bersama pihak lain sesuai bidang tugasnya.

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan bidang .tugasnya dan menyusun petunjuk

pemecahannya;
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m) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;
n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sbsuai bidang tugas masing-masing;
0) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta ﬁeﬁﬂﬁian-
kinerja kepada bawahan;
p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya; dan
q) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai lingkup tugasnya.
15) Unit Pelaksana Teknis Badan
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis
operasional dan/atau kagiatan teknis penunjang di lapangan,
maka di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT sesuai dengan
kebutuhan dan beban kegja atas usul Kepala Badan.UPT di
lingkungan Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
16) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas

membantu Kepala Badan melaksanakan tugas pekerjaan sesuai
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jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki Uraian tugas

Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sebagai berikut :

a)

b)

d)

£)

menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala
Badan;

mclaksanakan tugas dan pekeijaan sesuai ,c-lcnga_r‘l _
jabatai/bidang tugas dan keahliah yang dimiliki:
memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan
keahliannya;,

mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja
lainnya di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas;

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;

membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala
Badan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai ketentuan yang berlaku,
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B. Hasil
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan
menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam maka hasil
penelitian dapat,dijelaskan sebagaimana di bawah ini:
1. Kornpdnéﬁ _tg.rl_)_t‘a'sar Penerimaan pajak aaerahKabupaten Nunukan
| Peﬁérirlﬂaéh Pajak dacrah I:(abuﬁaten Nunukan s;aj ak tahﬁn 2012

sampai dengan 2016 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 4.1
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(Rp)
TAHUN PENERIMAAN PAJAK | Perubahan %
2012 4.394.670.473,96 100
2013 15.611.688.353,85 255
2014 14.078.056.718,18 -10
2015 19.049.952.051,00 35
2016 11.344.111.615,03 -41

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data penerimaan pajak daerah Kabupaten Nuﬁukan
di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah cenderung
berfluktuasi. Dengan asumsi tahun 2012 adalah tahun dasar maka dapat
dijelaskan bahwa pada tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup besar
yaitu 255% atau naik sebesar 11,2 Milliar dari Rp. 4.394.470.473,96
menjadi Rp. 15.611.688.353,85. Tahun 2013 ini menjadi kenaikan yang
terbesar dalam range penelitian yang dilakukan samapai dengan tahun
2016. Tahun 2015 merupakan penerimaan terbesar yaitu Rp.
19.049.952.051, namun jika dilihat dari kenaikan jumlah penerimaan

dari tahun sebelumnya tau tahun 2014, kenaikan Penerimaan Pajak
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Daerah Tahun 2015 sebesar 35% atau lebih kurang sebesar 4,9 Miliiar
rupiah. Penuruanan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu penurunaan
penerimaan sampai dengan 41% atau sebesar 7,6 Milliar Rupiah.
Berdasarkan sumber data statistik Kabupaten Nunukan pertumbuhan

rumah makan tahun 2015 sebanyak 45 restoran / rumah makan dan

tahun 2016 Imeﬁingkat menajdi 113 restoran / rumah makan
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Tabel 4.2
JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(Rp)
JENIS _ —
PENERIMAAN 2012 2013 o 201_4_ _ 20157 2016 _
| 274.658.00 | 340.134.300, | 437.065.800, | 571.256.70 | 633.549.60 |
Pajak Hotel . 0,00 . 00 e - 00| 0,00 | - .- 0,00
1.861.235. | 3.007.079.55 | 5.095.024:67 | 7.169.324. | 3.491.742.
Pajak Restoran 622,96 6,85 6,18 179,00 638,00
78.469.250 | 85.071.000,0 | 79.413.400,0 | 95.698.300 | 94.412.948
Pajak Hiburan ,00 0 0 ,00 20
12792428 | 171.775.422, | 224.748.717, | 257.432.93 | 207.773.93
Pajak Reklame 5,00 00 ,00 7,00 6,23
Pajak ‘
Penerangan 1.739.165. | 2.131.341.45 | 2.728.620.34 | 3.268.736. | 3.903.999,
Jalan 924,00 5,00 3,00 926,00 275,58
Pajak
Pengambilan
Bahan Galian 712,123.15 | 734.410.74
Golongan C 0,00 9,00
2.520.000,
Pajak Parkir 00 .
Pajak Sarang 6.862.000, | 12.707.500
Burung Walet 1.020.000,0 00 ,00
Pajak Bumi 1.399.134. | 1.369.169.
Bangunan 619,00 610,00
5.566.863. | 896,245.35
Pajak BPHTB 240,00 8,00
Pajak Mineral
Bukan Logam
dan 35.850.000 .
| Batuan ,00 | 1.142.400,00 | 9.165.888,00
276.367.39 | 9.874.120.22 | 3.980.577.57
BPHTB 2.0 0,00 5,00
Pajak Bumi 1.523.440.31
Bangunan P2 9,00

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data jenis penerimaan Pajak Daerah Kabupaten

Nunukan di atas, jenis penerimaan Pajak Daerah terjadi perbedaan

jumlah jenis penerimaan dalam setiap tahunnya. Maka untuk

mengetahui kontribusi penerimaan jenis Pajak Daerah terbesar maka

perlu dilakukan metode perbandingan dengan melakukan perhitungan
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persentase setiap tahunnya, kemudian melakukan hitungan rata - rata
persentase selam 5 tahun. Berdasarkan data diatas maka persentase
penerimaan jenis Pajak Daerah dan nilai rata - rata persentase jenis

Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- : Tabel 4.3 . :
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN NUNUKA
TAHUN 2012 S/D 2016
(Rp)
PENERIMAAN PAJAK
TAHUN DAERAH
2012 4.394.670.473,96
2013 15.611.688.353,85
2014 14.078.056.718,18
2015 19.049.952.051,00
2016 11.344,111.615,03

Sumber : BP2ZRD Kabupaten Nunukan

Penurunan penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2016, yang
sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 19 milliar Rupiab, kemudian
turan sampai dengan 11 milliar Rupiah disebabkan oleh tidak
tercapainya target penerimaan Pajak diantaranya yaitu Pajak restoran
yang hanya mencapai 55.47%. Penerimaan Pajak restoran yang
berkurang ini disebabkan persaingan usaha. Pertumbuhan bisnis
katering, kafe dan rumah makan menjadikan Pendapatan restoran
menjadi menurun, sehingga tidak sedikit restoran yang tutup dan
beberapa beralih pada bisnis baru. Berdasrkan data dilapangan dan data
laporan penerimaan pajak, terutama untuk pajak restoran, pada tahun

2016 berdasarkan target peneriamaan hanya mencapai 0,8%.

’
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Penerimaan Pajak Rumah makan mencapai target sampai dengan
216,84%, hal ini menunjukkan semakin berkembangnya bisnis rumah
makan di Kabupaten Nunukan, dan menjadi bukti banyaknya restoran
yang beralih dari tingkat restoran dan merubah level bisnisnya menjadi
rumah rﬁakan. Pertumbuban Cafe juga dapat dilihat dari target

penerimaan Pajak yang mencapai 153,96%.

Tabel 4.4
JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(%)
JENIS RATA-
PENERIMAAN 2012 2013 | 2014 2015 2016 | para
Pajak Hotel 6.25 2.18 3.10 3.00 5.58 4.02
Pajak Restoran 42.35 1926 |36.19| 37.63 3078 | 3324
Pajak Hiburan 1.79 0.54 0.56 0.50 0.83 0.84
Pajak Reklame 2.91 1.10 1.60 1.35 1.83 1.36
Pajak
Penerangan 39.41
Jalan 39.51 13.65 | 1938 | 17.16 34.41
Pajak
Pengambilan 2.04
Bahan Galian
Golongan C - - - 3.74 6.47
Pajak Parkir - - - 0.08 - 0.16
Pajak Sarang 0.03
Burung Walet - 0.01 - 0.04 0.11
Pajak Bumi 3.08
Bangunan - - - 7.34 12.07
Pajak BPHTB - - - 29.22 7.90 7.42
Pajak Mineral 0.20
Bukan Logam
dan
Batuan 0.91 0.01 0.07 - -
BPHTB 6.29 6325 |28.28 - - 19.56
Pajak Bumi 2.16
Bangunan P2 - 10.82 - -

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data penmerimaan Pajak Daerah Kabupaten

Nunukan di atas, maka 13 jenis penerimaan Pajak Daerah, dapat
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dikelompokkan menjadi 8 jenis Pajak yang memiliki nilai rata - rata

persentase terbesar sebagai berikut:

Tabel 4.5
DELAPAN BESAR PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
®p) L
- . .| NilaiPersentase
- No. Jenis Pajak ' : rata - rata.
1. | Pajak Hotel ' | 4.02
2. | Pajak Restoran 33.24
3. | Pajak Penerangan Jalan 39.41
4 Pajak Pengambilan Bahan 504
" | Galian golongan C ]
5. | Pajak bumi Bangunan 3.08
6. |Pajak BPHTB 7.42
7. | BPHTB 19.56
8. | Pajak Bumi dan Bangunan P2 2.16

Sumber : BP2RD Kab.Nunukan

Berdasarkan hasil data penelitian, komponen Pajak Daerah yang
dominan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten yaitu Pajak
Restoran dan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan wawanvara yang
mendalam yang dilakukan kepada Bapak Zainal Abiden, S.E. Sebagai
Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyatakan

“ Jumlah penerimaan terbesar pemerimaan pajak daerah dan
merupakan potensi penerimaan Kabupaten, yaitu pajak restoran.
Hal ini karena pajak restoran terdiri dari Restoran, Rumah makan,
kafe, katering maupun warung. Semua jenis yang masuk dalam
kategori restoran ini memeng cukup banyak dan bisa dikatakan
menjadi penerimaan yang besar dan terbesar untuk Pajak Daerah
Kbaupaten Nunukan™

lanjut yang dijelaskan oleh Petugas Penagih, Bapak Elias Soma

Abrianto mengatakan bahwa:

“ Penagihan dilapangan tidak terjadi kendala, sebagian besar
wajib pajak telah siap untuk mebayar pajak dan menunggu kami
setiap bulannya. Hal ini mungkin karena telah dilakukannya
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tahgihan listrik. Penerimaan kedua terbesar vaitu pajak restoran, hal in
karena kategori restoran yang dimaksud antaralain; restoran, rumah
makan, cafe, kantin, katering dan warung Seperti diketahui
perkembangan jenis restoran ini sangat pesat di Kabupaten Nunukan,
terutama untuk jasa katering. Jenis penerimaan pajak terbesar keﬁ_ga
" yaitu BPHTB yang terdiri dari jasa penerimaan perolehan atas tanah
dan bangunan.
. Hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan.
Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang
selama ini menjadi kendala oleh petugas pemungut maupun pejabat
‘pengambil keputusan yaifu kurangnya pemahaman bagt wajib pajak
akan kewajiban pembayaran pajaknya. Hal tersebut sperti yang
dikemukakan oleh petugas pemungut pajak Petugas Pajak restoran,
Bapak Akhmad mengatakan
“ Kendala dilapangan yang sering kami temui, yaitu masih adanya
wajib pajak vang tidak mngetahui berapa besar pembayaran pajak
yang harus mereka bayarkan, bahkan tak jarang wajib pajak yang
mengira bahwa pembayaran pajak yang mereka maksud adalah
retribusi bulanan”
Lanjut dari pernyataan Bapak Akhmad,
“ Wajib Pajak selama ini bukan tidak taat terhadap kewaiban
pajak, tapi kurangnya sosialisasi kepada mereka terhdap
pentingnya dan besaran pajak dari setiap pendapatan wajib pajak.
Sehingga diharapkan dengan sosialisasi tersebut menjadi upaya
bagi kami untuk meminimalkan kendala-kendala dilapangan™
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

hambatan dalam pemungutan Pajak adalah kurangnya pemhaman,
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selain kendala waktu dan jarak antara wajib pajak dan tempat
pembayaran pajak. Sehingga berdasarkan kendala tersebut menjadi
masukan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk
mengupayakan bagaimana hambatan - _hgmbatan tersebut tidak
menjadikan -_penerima_au Pajak be‘rikurlang'.da.ri target yang teléﬁ
difentukaﬁ. . | |

. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten
Nunukan.

Untuk meningkatkan Pajak Daerah, retribusi maupun PAD Daerah
upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan memudahkan
mayarakat dalam pemungutan Pajak daerah, sehingga mempengaruhi
PAD Kabupaten Nunukan hal ini berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan pada kepala, Sekretaris, maupun Kabid Perencanaan
Pendapatan BP2RD.

Berdasarkan wawancara yang dilakaukan dari Pimpinan yang
memiliki kapasitas mengupayakan peningkatan penerimaan Pajak
Kabupaten Nunukan, Kabid Penagihan dan Pelaporan, Bapak Zainal
Abidin, S.E. mengatakan bahwa

“Upaya dalam meningkatkan Penerimaan kabupaten, kami
melakukan beberapa hal terutama dalam mempermudah
penerimaan dengan memperbanyak personel dilapangan dalam

pemungutan, sehingga potensi pendapatan Pajak dapat tercapai
sesuai target.”

Wawancara yang kami lakukan kepada wajib Pajak, restoran

dan hotel, mereka mengatakan
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“ Dengan adanya petugas pemungut yang datang langsung
melakukan  penagihan pajak  mempermudah  kami  dalam
pembayaran, sehingga pembayaran pajak dapat dengan mudah
kami lakukan”

Petugas Pajak restoran, Bapak Akhmad mengatakan

£

Pemungutan pajak yang kami lakukan karena telah
disosialisasikan sebelumnya, maka proses pemungutan tidak
menemukan kendala. Kami juga dapat melakukan pemungutan -
pajak sesuai target dan tenggat waktu karena petugas pemungutan
yang cukup banyak”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang kami lakukan,
maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam penigkatan penerimaan
Pajak Daerah telah dilakukan dan dapat dikatakan berhasil mencapai
target penerimaan Pajak Daerah.

C. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka dapat
dijelaskan bahwa Pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli
Daerah pada periode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komponen 3 besar penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam kurun waktu 5 tahun cenderung fluktuasi
dengan angka tertinggi pada tahun 2015, kemudian mengalami
penurunan pada tahun 2016. Penurunan ini terjadi karema adanya
penurunan penerimaan Pajak Daerah yaitﬁ Pajak restoran dan PBHTB
yang sangat berkurang sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak
Daerah gec’ara umum.

Komponen Pajak Daerah yang termasuk 3 besar jumlah

penerimaanya yaitu, Pajak Penerangan Jalan, Pajak restoran dan Pajak




43245.pdf
105

BPHTB. Pajak penerangan jalan menjadi Pajak terbesar karena setiap
warga Kabiupten Nunukan rutin membayar Pajak tersebut dari
potongan pembayaran Listrik sehingga penerimaanya dapat dikatan
100% setiap bulannya. Pajak restoran menjadi pajak penerimaan ke_dua
terbesar karena jumllah jenis restoran yang‘ berada di Kabupétéf; '-
Nunukan dan sebagian besar membaya:r' pajak pada saaf petugas
Pemungut pajak memungut pajak. Pajak BPHTB menjadi pajaﬁ
terbesar ketiga karena di Kabupaten Nunukan pembangunan yang
dilakukan Pemerintah, terutama yang dialkukan swasta pribadi maupun
perusahaan cukup besar sehingga penerimaan BPHTB juga menigkat

dan cukup besar.

. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam pemunguutan Pajak, hambatan yang berarti adalah
kurang aktifnya wajib Pajak dalam pembayaran Pajak karena aktifitas
rutinitas mereka, sehingga wajib Pajak merasa kurangnya kesempatan
waktu untuk menghitung dan melakukan pembayaran yang tidak
disempatkan. Hal tersebut menjadi hambatan penerimaan pajak secara
maksimal. Jarak loket pembayran juga menajdi bagian dari kendala
wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Selain masalah jarak dan
waktu, hambatan yang masih sering ditemui dilapangan yaitu masih
kurang pahamnya wajib pajak terhadap pajak, baik dari jumlah
pembayaran pajak maupun perbedaan jenis pajak dan pungutan lainnya.

Hambtan yang ditemui dilapangan tersebut saat ini sudah cukup
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berkurang, karena upaya pemerintah dalam meminimalisir hambatan -
hambtan ini dengan kebijakan - kebijakan dan Sosialisasi kepada wajib
Pajak untuk memaksimalkan target penerimaan Pajak Daerah
_ Kz;b_upgten Nunukan,_

“Upaya Opfimalisasi Pe'néﬁmaan Pajak daerah.

Pf_:méri-ntal‘l, aalafn hal ini Badan Pengelbla Pajak dan Rertl‘ibu-s_'i"
Daerah melakukan upaya yang cukup maksimal untuk mencapai target
Penerimaan Pajak Daerah. Analisis terhadap kendala dan hambatan
wajib Pajak, maka upaya Sosialisasi cara perhitungan Pajak, dan
pemungutan Pajak dialkukan langsung oleh petugas pemungut maka
wajib pajak hanya menunggu petugas pemungut untuk datang langsung
dalam penagihan pajak. Upaya ini cukup berhasil dan direspon baik

oleh wajib Pajak dengan tingkat penerimaan Pajak yang cukup

Optoimal.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. KESIMPULAN
| Berdasarkan hasil penmelitian dan pembahasan maka dapat
disirﬂpulkan sebagi béfikuﬁ |
1. Penerimaan Pajak yang terbesar yaitu Pajak Penerangan jalan, Pajak
restoran dan BPHTB.
2. Hambatan dalam penerimaan Pajak Daerah yaitu kendala waktu dan jarak
oleh wajib Pajak. Sehingga keterlambatan pembayaran Pajak dapat terjadi.
3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan
yaitu dengan meningkatkan pelaksapaan teknis dilapangan dalam
pemungutan sehingga masyarakat lebih mudah dan penerimaan lebih bisa
ditingkatkan sesuai target penerimaan yang telah direncanakan.
C. SARAN
Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka saya
menyarankan kepada pithak terkait antaraian sebagia berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Nunukan
Dalam peningktan Pendapatan Asli Daerah berarti Pemerintah
harus berupaya mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah schingga

PAD Kabupaten Nunukan juga akan ikut meningkat.
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. Peneliti lanjutan
Untuk peneliti lanjutan yang ingin melanjutkan atau
mengembangkan penelitian ini diharapkan dapat memperluas indicator

- indikator atau penelitian yang lebih khusus, maupun faktor lain yang

belum dilakukan penelitian lebih mendalam.
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